Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayvanan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Eura]:ana_
Nomor  : 43¢ /G124 / 1062
Tanggal ;4 Mni 707

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Pencatatan Kelahiran Umum

.

Email ; Dispendukcapil.surakarta.go.id
Facebook ! Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses p-ngﬂnlnuu_'

NOo KOMPONEN | URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1. | Persyaratan | 1. Surat Keterangan Kelahiran F2-01 dan

kelurahan/output aplikasi pelayanan dinas:

2. Surat Kelahiran dari RS/RB/Penolong
kelahiran/ SPTJM Kebenaran Data
Kelahiran;

3. Kutipan Akta Perkawinan/Surat Nikah
orang tua, SPTJM Kebenaran Pasangan
Suami-Isteri:

| 4. KK dan KTP-el orang tua;

5. KTF-el 2 (dua) orang saksi (tidak hadir);

2. | Sistem, mekanisme dan Terlampir

prasedur '

3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu dalam proses paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas
permohonan secara lengkap dan benar;

4. | Biava,/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-

E Produk Pelayanan Pencatatan Kelahiran Umum !

6. | Penanganan pengaduan, | Melalui :

saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. 8MS Center ;: 0B5755795000
c¢. Web Ulas :
pengaduanmasyarakat surakarta.go.id
d. Web : www.dispendukcapil.surakarta.go.id




NO KOMPONEN

URAIAN ]

puﬁymn di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

7. | Dasar Hukum

P

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang |
Administrasi Kependudukan:

Undang — UndangNomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang- |
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku YAng digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi




'NO

10,

11,

12.

13.

14,

Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Publil;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi |
Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota |
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

1.

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

[ 110

B.
9. | Pengawasan internal
Sarana, prasarans,

Komputer




KO KOMPONEN URAIAN
dan/atau fasilitas 2. Printer
ATK
4, Jaringan Internet
2.  Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayanan
7. Ruang Tunggu
| 8. Toilet khusus pemohon
9. Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12. Ruang Arsip
13. Jalur Khusus difabel
14, Kursi Roda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi 31AK
11. | Jumlah Pelaksana 8 Orang 3
12. | Jaminan Pelayanan .  Adanya tata tertib pelayanan
2.  Adanya kode etik pelayanan
3. Adanya maklumat pelayanan
13. |Jaminan Keamanandan | 1. Tersimpannya dokumen di database
keselamatan pelayanan 2. Terbackupnya dokumen pada Server
3. Adanva ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kinerja
Pelaksana 2. Aktifitas user pada aplikasi SIAK
3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Nama Unit Pelayvanan
Jenis Pelayvanan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor 430 /514 [aom
Tanggal  : 4§ Quni 202

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
: Pencatatan Kelahiran Terlambat

| NO

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

Persyaratan

[ 1.

Surat Keterangan Kelahiran F2-01 dari
kelurahan/ output aplikasi pelayanan
dinas;

- Surat Kelahiran dari RS/RB/Penolong

kelahiran/ SPTJM Kebenaran Data
Kelahiran;

. Kutipan Akta Perkawinan /Surat Nikah

orang tua/ SPFTJM Kebenaran Pasangan
Suami-Isteri;

4. KK dan KTP-el orang tua (Pemohon);

KTP-el 2 {dua) orang saksi {tidak hadir);
Formulir Permohonan Pelaporan Terlambat,
bagi yang pelaporannya melebihi 60 hari
sejak kelahiran.

Sistem, mekanis medan

prosedur

Terlampir

Jangka waktu pelayanan

Jangka waktu dalam proses pﬂﬂngiama 3 (tiga)
hari kerja sejak tanggal diterimanva berkas

permohonan secara lengkap dan benar;

Biava /Tanf

| Produk Pelayanan

1.
Pencatatan Kelahiran Terlambat

Biava retribusi Rp 0.-

Penanganan pengaduan,
saran dan masukan

a.

b.

i

Melalui :

Telp. (0271) 639554, Fax. (0271] 644808
SMS Center : 085755795000

Web Ulas ¢

pengaduanmasyarakat. surakarta. po.id




KOMPONEN

URAIAN

| d. Web : www.dispendukcapil. surakarta.go.id
e. Email :Dispendukcapil surakarta po.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi |manufacturing] meliputi:

—

Dasar Hukum

1,

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran |
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomer
96 Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku  yang  digunakan  Dalam
Administrasi Kependudukan;




NO | EOMPONEN

10.

1.

12.

13.

Peraturan Menten Pendayagunaan
Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyvelenggaraan Administrasi
Kependudukan scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan S0P Di Lingkungan Kota
Surakarta,

Peraturan Waliketa Surakarta Nomeor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas, Fungsidan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

8. | Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan




NO |

URAIAN

Aplikasi SIAK

Pengawasan internal

| % B

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10.

Sarana, prasarana,
dan/ataufasilitas

el U L

17,

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/RakArsip
Ruang Pelavanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi
Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

1]
1

Jumlah Pelaksana

5 Orang

| 12.

Jaminan Pelayanan

1.
2.

'Adanya tata tertib pelayanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelayanan

13.

.:Jaminan Keamanan dan

keselamatan pelavanan

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnyva dokumen pada Server
Adanya ruangan arsip vang sesual
standar kearsipan

14,

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Adanya E-Kinerja

Aktifitas user pada aplikasi SIAK
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Surakarta
Nomor s drof ;};M [2021
Tangeal  : g Juni z02y

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL HOTA SURAKARTA

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
: Pelayanan Satu Paket Urusan Kependudukan Wargs

Terpenuhi { SAPU KUWAT |

KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery) meliputi:

Persyaratan

| 1. Surat Keterangan Kelahiran/ Surat
Pernyataan Tanggung Jawah Mutlak Kelahiran

2. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau
Kutipan Akta Perceraian; Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak Pasangan Suami
Isteri

3. KK dan KTP-el orang tua

4. KTP-El 2 {dua} saksi

5. Surat Pengantar RT diketshui RW untuk

tambah jiwa
Sistermn, mekanisme Terlampir
dan prosedur
Jangka waktu Jangka waktu dalam proses maksimal 1 Harl sejak
pelayanan tanggal diterimanya berkas permohonan secara
lengkap dan benar; '
. | Biaya / Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-
ProdukPelayanan Akta Kelahiran, KK, KIA, dan e-ID JKN bagi [
keluarga Penerima Bantuan luran (PBI)
Penanganan Melalui *
pengaduan, saran dan | a. Telp. (0271) 639554, Fax. (027 1) 644808
masukan b. SMS Center : 085755795000

¢. Web Ulas :
pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id

d. Web: www . dispendukcapil. surakarta_go.id

€. Email :Dispendukeapil. surakarta.go.id

Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta




NO KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

7. | Dasar Hukum

: I

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan;

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998
Tentang Penyerahan  Sebagian Urusan
Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional;

Keputusan Presiden Nomor B8 Tahun 2004
Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;




URAIAN

110,

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
S0P Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaitaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yvang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:
Peraturan Wahkota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda 10 |
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Di Lingkungan Kota Surakarta;
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangiat Daerah Kota Surakarta




NO

KOMPONEN

8.

19,

20.

Kompetensi pelaksana

URAIAN

Perwali Nomor 20 Tahun 2019 tentang Satu
Paket Urusan Kependudukan  Warga

Terpenuhi
Pedoman Mutu Klausul 7.1

Memiliki Pengetahuan di Bidang Administrasi
Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

Pengawasan internal

e
'

Audit Mutu Internal

10,

Sarana, prasarana,
dan/ataufasilitas

O W ND M A R N

e
= O

o S R S
L L

Komputer

Printer

ATK
Almari/RakArsip
Ruang Pelayvanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushaola

Ruang Laktasi
Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

11

Jumlah Pelaksana

6 Orang

112,

Jaminan Pelayanan

_Adingm tata tertib pelayvanan
Adanva kode etik pelayanan
Adanya maklumart pelayanan

13.

Jaminan Keamanan
dan keselamatan
pelavanan

IS TR B U SR

Tersimpannya dokumen di database
Terbackupnya dokumen pada Server
Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan




NO KOMPONEN URAIAN
14. | Evaluasi Kinerja Adanya E-Kinerja
Pelaksana

Aktifitas user pada aplikasi SIAK
Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun
sekali




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor ‘ﬁ?f Ehﬁr oy
Tanggal  : §oum o

STANDAR PELAYANAN DISPENDUEKCAPIL KOTA SURAKARTA

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
: Pencatatan Perceraian

NO KOMPONEN URAIAN
Hnﬁ;phnun Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
1. | Persyaratan 1. Salinan putusan pengadilan vang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
Surat Pengantar dari Penitera Pengadilan
Asli Kutipan Akta Perkawinan
KK dan KTP-el Suami dan/atau isteri
|
2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur
3. |Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu dalam proses paling lama 3 (tiga] |

hari kerja sejak tanggal diterimanva berkas
permohonan secara lengkap dan benar:

4. | Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-
5. | Produk Pelayanan Pencatatan Perceraian i
6. | Penanganan pengaduan, Melalui ;
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
' b. 8MS Center ;: D85755795000
c. Web Ulas :
pengaduanmasvarakat. surakarta. go.id
d. Web : www.dispendukecapil. surakarta.go.id
 &. Email :Dispendukcapil surakarta. go.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarts
| Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang No 24 Tahum 2013

! Tentang Perubahan Ataf Un@g—Undang |




NO

KOMPONEN

URAIAN

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang |

Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tehun 2006 t:ntﬂ.ﬂg.
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penvusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi




NO

10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
PelavananP ublik

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakaria;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

| Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

*Sarana_, prasarana,
dan/atau fasilitas

e R B e

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet




'NO |

KOMPONEN

URAIAN

Almari/Rak Arsip
Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemochon
Mushola

Ruang Laktasi
Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabe]
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Jumlah Pelaksana

8 Orang

12.

Jaminan Pelayanan

Adanya tata tertib pelayanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelavanan

13.

Jaminan Keamanan dan |

keselamatan pelavanan

oA o . . T

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Server
Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Adanya E-Kinerja

Aktifitas user pada aplikasi SIAK
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencaratan
Sipil Kota Surakarta

Nomor : A% /SBh fapy
Tanggal L g ﬂ&’fi 20%

STANDAR PELAYANAN DISNPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayanan

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
: Pencatatan Perkawinan

' NO | KOMPONEN '

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses |
penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi:

1. | Persyaratan |

1.

10.

11.

| 12,

13.

Surat Pemberkatan Nikah/keterangan
telah terjadinya perkawinan dari pemuka
agama/surat perkawinan Penghayat
Kepercayaan yang ditandatangani oleh
Pemuka Penghayat Kepercayaan;

KK dan KTP-el suami dan istri

KTP-el 2 (dua) orang saksi;

Pas photo suami dan istri berdampingan
ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima)
lembar;

Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
Surat Keterangan dari Lurah atau Surat
Pernyataan Diri mengenai  status

perkawinan;
Surat persetujuan mempelai;

Persetujuan Orang tuabagi yang belum
berusia 21 tahun;

Suratljin /dispensasi nikah
pengadilan, bagl vang belum berumur 19
{Sembilan belas| tahun;

Akta perceraian atau akta kematian, bagi
janda/duda;

Akta/surat kematian apabila
tuanya sudah meninggal dunia;
Surat Pengantar untuk nikah dari Lurah
diketahui camat:
Surat Keterangan
Toksoit (TT);

dari

orang

Imunisasi  Tetanus




NO

URAIAN

14,

15.

16.

17.

18.

Bagi suami dan/atau istri Orang Asing,
melampirkan ijin dari perwakilan Negara
yang bersangkutan, Surat Tanda Melapor
Din dan POLRIE;

Dokumen Imigrasi seperti: Visa/ Paspor
/KITAS/ KITAP;

Bagi suami danfatau istri anggota
TNI/POLE], melampirkan ijin Kawin dari
Komandan;

Akta Kelahiran anak yang disahkan,
apabila ada pengesahan anak;

Akta perjanjian kawin, apabila ada
pengesahan perjanjian kawin;

Sistem, mekanis medan
prosedur

Terlampir

3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu dalam proses paling lama 3 (riga)
hari kerja sejak tanggal diterimanva berkas
permohonan secara lengkap dan benar;

4. | Biaya/Tarif ' 1. Biaya retribusi Rp 0,-

Produk Pelayanan Pencatatan Perkawinan

Penanganan pengaduan, | Melalui

saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000
c. Web Ulas ;

pengaduanmasyarakat.surakarta. go.id

d. Web : www. dispendukcapil surakarta go.id
e. Email :Dispendukcapil.surakarta.go.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

7. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang :




| NO KOMPONEN

URAIAN

10.

Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubshan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan:

FPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Pendudukdan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku VENE digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menten Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Bircokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
| Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;




| NO

URAIAN

11.

3

13.

| 14,

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas, Fungsidan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

C Tahun 2016 tentang

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi Statistik Vital

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

e

—_—
=

= e e e
oW w N

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Ruang Pelayvanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi
Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital




| NO KOMPONEN URAIAN
17, Aplikasi SIAK
11. | Jumlah Pelaksana 8 Orang
12. | Jaminan Pelayanan 1. Adanya tata tertib pelayanan
2. Adanva kode etik pelayanan
3. Adanva maklumat pelavanan
13. | Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannya dokumen di data base
. keselamatan pelayanan 2. Terbackupnyva dokumen pada Server
. 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar

kearsipan

LU |

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

B

Adanya E-Kinerja

Aktifitas user pada aplikasi SIAK
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor = 410/5334 /101
Tanggal  : g funi 2oz

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan ! Pencatatan Kematian
'NO KOMPONEN URAIAN |
| Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
1. | Persyaratan 1. Surat Keterangan Kematian F2-20
2. Surat Kematian dari RS/ Puskesmas/
Paramedis atau Surat Keterangan
kematian dari kelurahan
3. KTP dan KK Si Meninggal
4. KTP dan KK Pemchon
5. Fe KTP 2 orang saksi
2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur 'I
3. | Jangka waktu pelayanan |Jangka waktu dalam proses paling lama 3 (tiga)
: hari kerja sejak tangpal diterimanya berkas
. | permohonan secara lengkap dan benar;
| 4, | Biaya,/Tarif : 1. Biaya retribusi Rp 0,-
5. | Produk Pelayanan Pencatatan Kematian . ;
6. | Penanganan pengaduan,' Melalui : y
saran dan masukan ‘a. Telp, (0271) 839554, Fax. (0271) 644808
| | b. SMS Center : 085755795000
c. Web Ulas |
pengaduanmasyarakat.surakarta go. id
d. Web : www.dispendukcapil surakarta.go.id
¢. Email :Dispendukcapil. surakarta.go.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
. kumpﬁnunﬂtnnﬂlrhhm jrm: tnrh.itllm:ﬁ_l.n_ prnl_lvl 5
pengelolaanpelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum ' 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013




'NO |

URAIAN

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
PeraturanPemerintahNomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sthagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang |
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan! nformasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menter Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Fendajra.g:maan_l




| NO |

KOMPONEN

URAIAN

10.

11.

12.

13.

14.

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelavanan Publik

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Rependudukan sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penvelenggaraan
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10.

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

W W e

Komputer
Printer
ATK




NO KOMPONEN URAIAN
= Jaringan Internet

5.  Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayanan
7. Ruang Tunggu
8. Toilet khusus pemohon
9. Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12. Ruang Arsip
13. JalurKhususdifabel
14, KursiRoda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi SIAK

11. | Jumlah Pelaksana 5 Orang

' 12. | Jaminan Pelayanan 1. Adanya tata tertib pelayanan

2. Adanya kode etik pelavanan
3. Adanya maklumat pelavanan

13, Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannya dokumen di data base

keselamatan pelayanan 2. Terbackupnya dokumen pada Server
3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
14, | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kinerja
Pelaksana 2, Aktifitas user pada aplikasi SIAK

3, Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Lampiran

Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Penecatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor : ﬁ?ﬂjgﬁﬂfﬂm
Tanggal — © 4 Jum 2071

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan  : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan : Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya Kutipan
Akta Pencatatan Sipil

"NO | KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1. | Persyaratan ' 1. Formulir Permohonan Penerbitan Kutipan
Kedua Akta PencatatanSipil
2. Kutipan Akta Catatan Sipil vang rusak
(jika rusak)
3. Surat Kehilangan dan Kepolisian dan

fotokopt akta yang hilang (jika Hilang)

Pernyataan (jika kutipan akta
dalam penguasaan salah satu pihak vang
bersenghketa)

2. KK dan KTP-el pemohon

| 4. Surat

prosedur

2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir

3. | Jangkawaktupelayanan |Jangka waktu dalam proses paling lama 3 (tiga)
‘ hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas
| permohonan secara lengkap dan benar:

. | Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp O,-
5. | Produk Pelayanan Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan
Sipil
6. | Penanganan pengaduan, | Melalui :
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
' b. S8MS Center : 085755795000
¢. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat surakarta. go.id
d. Web ! www dispendukecapil surakarta. go.id
e. Email :Dispendukeapil surakarta go.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan




KO

KOMPONEN

URAIAN

 pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

Dasar Hukum

1.

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Pendudukdan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
FPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendavagunasn
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman




NO |

URAIAN

10.

11.

12.

13.

14,

Penyusunan SOF Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan
AtasPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2010 Tentang Penyelenggaraan |
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10.

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

O W e B

Komputer
Printer

ATK

Jaringan Intermet
Almari/RakArsip
Ruang Pelayanan




 NO | KOMPONEN URAIAN
7. Ruang Tunggu
Toilet khusus pemohon
9., Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
‘ 12, Ruang Arsip
13, Jalur Khusus difabel
14. Kursi Roda
' 15. Pojok Baca
6. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi SIAK
11, | Jumiah Pelaksana & Orang
12. | Jaminan Pelayanan 1. Adanya tata tertib pelayanan :
2. Adanya kode etik pelayanan
3.  Adanya maklumat pelayanan
13. | Jaminan Keamanandan | 1. Tersimpannya dokumen di data base
keselamatan pelayanan 2. Terbackupnya dokumen pada Server
3.  Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kineda
Pelaksana 2. Aktifitas user pada aplikasi SIAK
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor  430/5 23 Jaon
Tanggal 4 T L1l

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelavanan Pencatatan Sipil
JenisPelayanan : Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

NO |

KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi:

Persyaratan 1. Formulir Pelaporan Pembetulan Akta
Pencatatan Sipil

2. Asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil

3. Bukti pendukung

4. KK dan KTP-El pemohon

2, | Sistem, Terlampir
mekanismedanprosedur
3. Jangkawaktupelayanan |Jangka waktu proses sejak berkas diterima dan
register ditemukan maksimal 2 jam sejak |
tanggal diterimanva berkas permohonan secara
lengkap dan benar;
' 4. | Biaya/Tarif |. Biaya retribusi Rp 0,-
| 5. | Produk P'éla}f:ﬂ.n.a.n Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Penanganan pengaduan, | Melalui ;
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000
c. Web Ulas :
pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
d. Web : www dispendukecapil. surakarta go.id
€. Email :Dispendukcapil surakarta.go.id
| f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan |
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: '
| 7. | Dasar Hukum l. Undang-Undang No 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan AtasUndang-Undang




' NO |

KOMPONEN

URAIAN

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelavanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden MNomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Pendudukdan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan |
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan;

Feraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman |




NO KOMPONEN

URAIAN

10,

¥l

12.

13

14,

Penyusunan SOP Di Lingkunpgan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan S0P Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan, |
Sususnan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

8. :"ﬁs:unp:t:nsi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

B =

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

MNomor - “‘t-‘]’ﬂf g%k [ U
Tanggal . qg{mﬁ 201

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Jenis Pelayanan : Pencatatan Pengakuan Anak

KOMPONEN URAIAN

':Hmnp-un-n Standar Pelayanan yang terkait dengan frmun
penyampaian pelayanan (service delivery)] meliputi:

FPersvaratan 1. Formulir Pelaporan Pengakuan Anak
2.  Surat Pernyataan Pengakuan anak
3. Surat bukt perkawinan sah menurut
agama

4, Kutipan Akta Kelahiran Anak

5. Surat Pengantar dari Kelurahan
| 6. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
T
8

KK dan KTP-el orang tua
KTP-el 2 (dua) crang saksi

ruﬁiutem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur

Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses sejak berkas diterima dan
register ditemukan maksimal 2 jam sejak
tangpal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar;

Biava/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-

Produk Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak

Penanganan pengaduan, | Melalui :

saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax, (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000
¢c. Web Ulas:

pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
d. Web : www.dispendukeapil surakarta go.id
e. Email :Dispendukcapil.surakarta.go.id
i f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakaria

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
| pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

| Dasar Hukum 1. Undang-Undang Neo 24 Tahun 201
i Tentang Perubahan Atas Lrndang-Undang_i




KOMPONEN URAIAN

Sarana, prasarana, 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2. Printer
3. ATK
4. Jaringan Internet
5.  Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayvanan
7.  Ruang Tunggu
8. Toilet khusus pemchon
9, Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12. Ruang Arsip
13, Jalur Khusus difabel
14, Kursi Roda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital

17. Aplikasi SIAK

Jumlah Pelaksana 6 Orang

JaminanPelayanan 1. Adanya tata tertib pelayanan
| 2. Adanya kode etik pelavanan
3. Adanya maklumat pelayanan
Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannya dokumen di data base
| keselamatan pelayvanan 2.  Terbackupnya dokumen pada Server
3. Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan
Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kinerja
Pelaksana . 2. Aktifitas user pada aplikasi SIAK

3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang |
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor %6 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan S0P Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Publik _
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
06 Tahun 2018 Tentang Persyvaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku VAN digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010




NO

KOMPONEN

URAIAN

11,

B2,

13,

14,

Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

PeraturanWalikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susuanan organisasi, tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Suralkarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

i{dmpetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

Pengawasan internal

L

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10,

LSara.na, prasarana,
dan/atau fasilitas

o B Bt b b

10,

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/ RakArsip
Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi




[No

URAIAN

11.
12
13,
14,
135.
16,
LY.

Ruang Bermain Anak
Fuang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

2 B8

Jumlah Pelaksana

6 Orang

Adanya tata tertib pelavanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelayvanan

Tersimpannya dokumen di database
Terbackupnya dokumen pada Server
Adanya ruang arsip yang sesuai standar

Pelaksana

12. | Jaminan Pelayanan 1.
| 2.
3.
13. | Jaminan Keamanan dan | 1.
keselamatan pelayanan 2.
&
kearsipan
14, | Evaluasi Kinerja Adanya E-Kinerja

Aktifitas user pada aplikasi SIAK
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor ﬂ-afw /200
Tanggal : 4 m 1011

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAEARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Fencacatan Sipil
Jenis Pelayanan - Pencatatan Pengangkatan Anak

"NO | - KOMPONEN | URAIAN I

|
L e —

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian p-hr-mm |service delivery) meliputi
1. | Persyaratan 1. Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak
2. Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua
3, Kutipan Akta Kelahiran Anak
Surat Pengantar dari Kelurahan
5. Penetapan pengadilan tentang
Pengangkatan Anak
6. KK dan KTP-el pemohon
7. KTP-el 2 (dua) orang salsi
2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur
3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses seiak berkas diterima dan
register ditemukan maksimal 2 jam sejak
tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar;

%, | Biaya Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,- B
5. | Produk Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak ]
; Penanganan pengaduan, | Melalui: i .

saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center ; 085755795000
c. Web Ulas:

pengaduanmaayamkat.sumkmtn.gn.id
4. Web : www.dispendukeapil.surakarta go.id
e. Email :Dispendukeapil surakarta.go.id
¢ Facebook :Dispendukecapilkota Surakarta
' Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pln;thhln_
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum I UndangUndang No 24 Tabun 2013 |
| Tentang Perubahan Atas Undang-Undang ]




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anal:

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Feraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor |
96 Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan




NO KOMPONEN

URAIAN

11,

12,

13.

4,

Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 |
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

8. | Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

9. | Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10. | Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

e AR

Komputer

Printer

ATK

dJaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Ruang Pelayanan
Kuang Tunggu




NO | EKOMPONEN URAIAN
| Toilet khusus pemohon
I Q. Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12. Ruang Arsip
13. Jalur Khusus difabel
14, Kursi Roda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi SIAK
11. | Jumlah Pelaksana 6 Orang
12, | Jaminan Pelavanan 1. Adanya tata tertib pelayanan
2. Adanya kode etik pelayanan
3. Adanya maklumat pelayanan
13. | Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannyva dokumen di data base
keselamatan pelayanan 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
| 3.  Adanyva ruang arsip vang sesuai standar
| kearsipan
14, -: Evaluasi Kinerja 1. Adanva E-Kin

Pelaksana

2. Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun selali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor  : AW [ 514 /o
Tanggal : 0 gun 10U

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
JenisPelayanan . Pencatatan Pengesahan Anak

=

NO KOMPONEN URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prﬁlﬂ
penyampaian pelayanan {service delivery] meliputi

1. | Persyaratan . Formulir Pelaporan Pengesahan Anak

2. Surat bukti telah melakukan perkawinan
sah menurut agama

Akta Perkawinan/Akta Nikah Orang tua
Kutipan Akta Kelahiran Anak

Surat Pengantar dari Kelurahan

KK dan KTP pemohon

KTP 2 (dua) orang saksi

2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir = _
prosedur |
3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses sejak berkas diterima dan |
register ditemukan maksimal 2 jam sejak
tanggal diterimanya berkas permohonan secara
lengkap dan benar;

e S ATl

4, | Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-
5. | Produk Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak i
6. | Penanganan pengaduan, Melalui : :
I saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000
c. Web Ulas :

ptngadummmsyamknt,ﬂurﬂlmﬂa.gu-id
d. Web : www.dispendukcapil.surakarta. go.id
| e. Email :Dispendukcapil.surakarta,go.id
. Facebook :Dispendukcapilkota Surakaria
“Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan




NO KOMPONEN URAIAN
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum ' 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudulkan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman |
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomaor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

11.

12.

13.

Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nemor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunanan organisasi, tugas , Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Pencatatan Sipil

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer dan
Aplikasi SIAK

| Pengawasan internal

bl

Audit Mutu [nternal
Tinjauan Manajemen

Sarana, prasarana,

E{dmpur_er




' NO

EKOMPONEN

dan/atau fasilitas

1§

v N e Lok WK

e R R B s
St L il o~

17.

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/RakArsip
Fuang Pelavanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemochon
Mushaola

Ruang Laktasi
Ruang Bermain Anak
FRuang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Jumlah Pelaksana

& Orang

12.

13.

Jaminan Pelayanan

Adanvya tata tertib pﬁa}'ﬂnm
Adanya kode etik pelayvanan
Adanyva makiumat pelayanan

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

M- e R e

Tersimpannyva dokumen di database
Terbackupnya dokumen pada Server
Adanva ruang arsip vang sesuai standar

kearsipan

14,

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Adanva E-Kinerja

Aktifitas user pada aplikasi STAK
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor Aw [s¥4 | wy
Tanggal @ U Quni 207

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAFIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Jenis Pelayanan . Penecatatan Perubahan Nama

| NO | KOMPONEN [ URAIAN |

Komponen Standar Pelayaman yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. | Persyaratan 1. Formulir Pelaporan Perubahan Nama

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

3. Penetapan pengadilan tentang perubahan
nama

4. KK dan KTP-el pemohon

2. | Sistern, mekanisme dan Terlampir

prosedur
3. | Jangka waktu pelayanan Jangka walktu proses sejak berkas diterima dan
register ditemukan maksimal 2 jam sejak

| tanggal diterimanya berkas permchonan secara
lengkap dan benar;

Biaya/ Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0-
" 5. | Produk Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama
Penanganan pengaduan, Melalui :
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000
c. Web Ulas :

peng&duanmasya:nkat.&umkaﬂa.gn.id
d. Web: m.dispeﬂduk::api].aurakarta.gc.id
e. Email :Diapenduknapil.auraka.na.gn,id
f Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi {manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan AtasUndang-Undang




NO

KOMPONEN

URAIAN

Nomer 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang FPelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
zebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor B8 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan S0P Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi .

e



NO | KOMPONEN URAIAN
| Kependudukan  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 |
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penvelenggaraan

| Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan S0P Di Lingkungan Kota
Surakarta;

12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

13. Pedoman Mutu Klausul 7.1

B. | Kompetensi pelaksana 1. Memiliki Pengetahuan di Bidang _l
Administrasi Pencatatan Sipil

2, Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

3. Mampu mengoperasikan Komputer dan

Aplikasi SIAK

Audit Mutu Internal

9. | Pengawasan internal
Tinjauan Manajemen

Komputer
Printer
ATK

10, | Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Jaringan Internet
Almari/RakArsip
Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon

i, B i T B o o (1




NO KOMPONEN URAIAN
9, Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12. Ruang Arsip
13, Jalur Khusus difabel
14. Kursi Roda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi SIAK

11. | Jumiah Pelaksana 6 Orang

12. | Jaminan Pelayanan 1. Adanya tata tertib pelavanan

' 2.  Adanya kode etik pelayanan

3. Adanya maklumat pelayanan

13. | Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannya dokumen di data base

keselamatan pelayanan 4. Terbackupnya dokumen pada Server
3. Adanya ruang arsip yvang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja Adanya E-Kinerja
Pelaksana Alktifitas user pada aplikasi SIAK

Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor 4 /534 (1001
Tanggal 9 202

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAFIL EOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan . Pelayanan Penerbitan Paket Besuk Kiamat
(Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian| KK dan
KTP-el 1 hari
| NO | KOMPONEN | URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampailan pelayanan { service delivery) meliputi

Persyaratan 1. Surat Keterangan Kematian F2-29

2.  Surat Pengantar RT-RW
3.  Surat Kematian dari dokter/Paramedis
4. KK Si Meninggal {Asli+Fc)
| 5. KTP-el suami/istri si meninggal (Asli+Fc)
6. KTP-el Pelapor
3 Sistem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur
3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka walktu dalam proses paling lama 1
{satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya
berkas permohonan seeara lengkap dan benar;
‘Biaya/Tarif 1, Biaya retribusi Rp 0,
5. | Produk Pelayanan Pelayanan Penerbitan Paket Besuk Kiamat
(Bela Sungkawa Kirim Akta Kematan, KK dan
KTP-el 1 hari)
" 6. | Penanganan pengaduan, | Melalui :
saran dan masukan & Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center ; 085755795000
c. Web Ulas :
- pengaduanmasyaraka t.surakarta.go.id
d. Web: m.djspendukcapu.sura}mrm,gu.id
e. Email :Dispendukcapil surakarta.go.id
{ Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
. meliputi:
7. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 |

Tentang Perubahan Ates Undang-Undang




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelavanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudulan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil:

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil; |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2016 tentang Peningkatan
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
dan KTP-el;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas




KOMPONEN | URAIAN

Peraturan Daerah Nomaor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

11. Peraturan Walikota Surakaria Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan:

12. Peraturan Walikota Surakarts Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOF Dj Lingkungan Kota
Surakarta;

13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

14, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1
Tahun 2018 tentang Bela Sungkawa |
Kirim Akta Kematian (Besuk Kiamat);

15. Pedoman Mutu Klausul 7.1

Kompetensi pelaksana L. Memiliki Pengetahuan dj Bidang
Administrasi Kependudukan

2. Mampu berkemunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

3.  Mampu mengoperasikan Komputer,
Aplikasi S]AK dan Aplikasi SIAK
Konsolidasi Pusat

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

Pengawasan internal

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/RakArsip

Mobil PelayananKeliling
Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
Aplikasi e-kelurahan

Sarana, prasarana,
| dan/atau fasilitas

PF“.‘JF‘F".**P*.H!-'PJH

Jumlah Pelaksana I Dré_ng




NO KOMPONEN URAIAN
12, | Jaminan Pelayanan 1.  Adanyat atatertib pelayanan
2. Adanya kode etik pelavanan
3.  Adanva maklumat pelayanan
13. | Jaminan Keamanan dan | 1, Tersimpannya dokumen di database
keselamatan pelavanan 2 Terbackupnva dokumen pada Server
3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
14, | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kinerja
Pelaksana 2. Aktifitas user pada aplikasi SIAK
3.  Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor 430 /St /2021
Tanggal LUt 201)

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Jenis Pelayanan : Saya Punya Pelayanan Lima Menit Jadi (Sapu Lidi)

Akta Kelahiran Dan Kematian

 NO | KOMPONEN

URAIAN

Eomponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1. | Persyaratan Persyaratan sesuai jenis permohonan
2. | Sistem, mekanisme dan lTeﬂampir
prosedur |

3. | Jangka waktu pelayanan

Jangka waktu dalam proses paling lama 5
menit sejak tanggal diterimanva berkas
permohonan secara lengkap dan benar;

| 4, | Biaya,/Tarif

1. Biaya retribusi Rp 0,-

5. | Produk Pelayanan

SAPU LIDI (Saya Punya Layanan Lima Menit
Jadi)

———

6. Fenanganan?:hgaduan.
garan dan masulkan

B

|

| meliputi:

5 o P P P
Komponen Standar Pelayanan yang terkaitdengan proses
pengelolaanpelayanan di internal organisasi (manufacturing)

Melalui ;

a Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000

¢. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat surakarta. go.id
Web : www. dispendukcapil. surakarta.go.id
¢. Email :Dispendukcapil surakarta go.id

f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

l

7. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

=S




NO

KOMPONEN

URAIAN

Administrasi Kependudukan;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019  tentang PelaksanaanUndang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana  telah  diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Dj Lingkungan Instansi
Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi |




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

11.

12,

13.

14.

Kependudukan sebagaimanga telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomaor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta:

Perwali Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Satu Paket Urusan Kependudukan Warga
Terpenuhi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang  Kedudulan,
Susunanan organisasi, tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan Komputer,
Aplikasi SIAK dan Aplikasi SIAK
Konsolidasi Pusat

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10,

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Komputer
Printer
ATK




KOMPONEN URAIAN
4. Jaringan Internet
3. Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayanan
' 7. Ruang Tunggu
8.  Toilet khusus pemohon
9. Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12.  Ruang Arsip
13. Jalur Khusus difabel
14. Kursi Roda
15. Pojok Baca
16.  Mesin Antrian Digital
17.  Mobil Pelayanan Keliling
18. Mobil Pelavanan Car Free Day
' 19. Aplikasi SIAK

20. Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat

11. | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12. | Jaminan Pelayanan | 1.  Adanya tata tertib pelayanan
2. Adanya kode etik pelayanan
3. Adanya maklumat pelavanan

13. | Jaminan Keamanan dan 1. Tersimpannya dokumen di datahase

keselamatan pelavanan 2. Terbackupnva dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja Adanya E-Kinerja
Pelaksana 4.  Aktifitas user pada aplikasi SIAK

Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran

Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor  : 430 /¥4 / oz
Tanggal : { I'}-Lﬂ-ff 201

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KEOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

' NO EOMPONEN

—
i

Jenis Pelayanan : Pelayanan On Line Akta Kelahiran Dan Kematian

URAIAN

 Eomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan(service delivery) meliputi:

1. | Persyaratan Persyaratan sesuai jenis permohonan
2. | Sistem, Terlampir
mekanismedanprosedur

3. | Jangkawaktupelayanan |Jangka waktu dalam proses maksimal 1 hari |
sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
secara lengkap dan benar;

4, | Biaya/Tarif 1. Biava retribusi Rp 0,-
Produk Pelavanan Pelayanan On Line Akta Kelahiran Dan
_ Kematian
| 6. | Penanganan pengaduan, | Melalui :
. saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
| b. 8MS Center : 085755795000
c. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
d. Web : woww dispendukcapil. surakarta, go.id
e. Email :Dispendukcapil.surakarta.go.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

meliputi:

mpnmnﬂhndlﬁ-hmm yvang terkaitdengan proses
pengelolaanpelayanan di internal organisasi {(manufacturing)

Nomor
Administrasi Kependudukan;

7. | DasarHukum ' 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
| Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

23 Tahun 2006 Tentang




NO

KOMPONEN

URAIAN

96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 |
Tentang Pelavanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 tentang PelaksanaanUndang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nemor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan 2

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Tata Carg Pendaftaran
Pendudukdan Pencatatan Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemnerintgh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam Administrasi




NO KOMPONEN

URAIAN

10.

11,

12,

1.3,

14.

Kependudukan;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi |
Kependudukan sebagaimana  telgh
diubah dengan Peraturan Daerah Nomar
1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Fenyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1]
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administras;:

Peraturan Walikota Surakarts Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP pj Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta;

Pedoman Mutu Klausul 7.1

8. | Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer,
Aplikasi SIAK danAplikasi SIAK
Konsolidasi Pusat

9. | Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
TinjauanManajemen

10. | Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Komputer
Printer
ATK




NO KOMPONEN URAIAN
4. Jaringan Internet
5. Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayanan
7.  Ruang Tunggu
8.  Toilet khusus pemohon
9. Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12. Ruang Arsip
13. Jalur Khusus difabel
14. Kursi Roda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Mobil Pelayanan Keliling
18. Mobil Pelayanan Car Free Day
19. Aplikasi SIAK

| 20. Aplikasi SIAK KonsolidasiPusat
' 11. [ Jumlah Pelaksana 5 Orang

12, | Jaminan Pelayanan 1. Adanya tata tertib pelavanan
2.  Adanyva kode etik pelayanan
3. Adanya maklumat pelayanan

13. | Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannya dokumen di data base

keselamatan pelayanan 2.  Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
. 3. Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan
14, | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kinerja
Pelaksana 2. Aktifitas user pada aplikasi SIAK

3.  Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
3ipil Kota Surakarta
Nomor : fwt;z_ .F"'E?'.}ﬂ i'"'l‘g'g.ﬂ
Tanggal : § Qe 2021

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelayanan : Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak (SILA KIA)

NO

KOMPONEN _| URAIAN

Komponen Standar FPelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi '

a. Foto copy KK

b. Foto copy KTP kedua orang tua

¢. Foto copy Akte Kelahiran

d. Pas Foto berwarmma 2x3 sebanyak 2 |
lembar

2. | Sistem, mekanisme dan I'Tl:riampir
prosedur
3. !Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses dalam kondisi normal
sejak tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan KIA maksimal 1 hari kerja; |
Biaya/ Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0.- |
5. | Produk Pelayanan "Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak (SILA |
Kia)
6. J Penanganan pengaduan, | Melalui : :
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000
c. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat. surakarta.go.id
d. Web : www.dispendukcapil surakarta.go.id
e. Email :Dispendukcapil . surakarta.go.id
f. Facebook .Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

Dasar Hukum = U;aﬁng — Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan




NO

KOMPONEN

URAIAN

10,

Pﬂmndang - Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah i Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudulk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah
dengan UU 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nemor Induk
Rependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Painmani




NO |

KOMPONEN

URAIAN

11:

12.

13.

14,

13.

1G,

177,

18.

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas
Analk;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP:

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-




KOMPONEN

URAIAN

19,

A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP i Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Sususnan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata HKerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta.

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Muty Internal
Tinjauan Manajemen

10.

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

S i, - S - T S N+ R % e B
-_pl.--|l.|-|-l

L e S o R R = TR T
e T T

19,
20,

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip

Ruang Pelayanan

Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi

Ruang Bermain Anak

Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel

Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital

Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
Maobil Pelayanan Keliling
Mobil Pelayanan Car Free Day




NO KOMPONEN I URAIAN

11. | Jumlah Pelaksana 5 Orang

12, | Jaminan Pelayanan 1. Adanya tata tertib pelayanan
2 Adanya kode etik pelayanan
3.  Adanva maklumat pelavanan

13. | Jaminan Keamanan dan | 1 Tersimpannya dokumen di data base ]

keselamatan pelayanan 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
3. Adanya TUaNg arsip vang sesuai standar
kearsipan
14, | Evaluasi Kinerja 1. Adanva E-Kin
Pelaksana 2. Dilakukan penilaian SKM minimal |

tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor : A’.H-g FE¥34( 2!
Tanggal . awi 10!

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelavanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelavanan : Pelayanan On Line Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP EL) dan Kartu Identitas Anal (KIA)

. NO KOMPONEN | URAIAN
| ! - =

Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1, | Persyaratan Membuat Akun web atau mendownload
| Aplikasi Dukecapil Dalam Genggaman via
 Android

~ 2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir

prosedur
3. |Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses dalam kondisi normal

sejak tanggal diterimanva berkas via an line
s/d penerbitan KIA maksimal 1 hari kerja;

4. | Biava/Tarif L. Biaya retribusi Rp 0,-

5. | Produk Pelayvanan Pelayanan On Line Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP EL) dan Kartu ldentitas Anak
(IKIA)

6. | Penanganan pengaduan, | Melalui ;

| saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax, (0271) 644808

b, SMS Center : 0B5755795000 '
c. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat surakarta go id

' d. Web ;| www.dispendukeapil.surakarta go.id
| e. Email :Dispendukcapil. surakarta.go.id

. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
| Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan |
| pelayanan di internal organisasi (manufacturing} meliputi;

7. | Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan |
Perundang - Undangan




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

11.

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 |
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
MNomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomer 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000
tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyverahan Sebagian

Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006 |
Tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Percatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas
Anak;




| NO

URAIAN

13,

13.

14.

13,

16,

L g

18.

19,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan S0p:

Peraturan Mentert Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penvelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penvusunan S0P Di Lingkungan Kota
Surakarta:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,




NO KOMPONEN

URAIAN

Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

8. | Kompetensi pelaksana 1. Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik
3. Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK
9. | Pengawasan internal 1,  Audit Mutu Internal
2. Tinjauan Manajemen
10 Sarana, prasarana, 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2.  Printer
3. ATK
4.  Jaringan Internet
5. Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayanan
2 Ruang Tunggu
8. Toilet khusus pemohon
9. Mushola
10. Ruang Laktasi
11, Ruang Bermain Analk
12. Ruang Arsip
13. Jalur Khusus difabel
14. Kursi Roda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi SIAK
18. Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
189, Aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman (via
Android)
20. Aplikasi SEHATI
21. Mobil Pelayanan Keliling
22. Mobil Pelayanan Car Free Day
11. | Jumlah Pelaksana 2 Orang

12. | Jaminan Pelayanan

1.

Adanya tata tertib pelayanan




NO KOMPONEN | URAIAN
2.  Adanva kode etik pelayanan
3. Adanya maklumat pelayvanan
13. | Jaminan Keamanan dan Tersimpannya dokumen di data base
keselamatan pelavanan Terbackupnva dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja 1.  Adanya E-Kin
Pelaksana 2.  Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Rependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor 4y /¥4 faoy
Tanggal - ﬂ "'Mﬁ.l W

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan  : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelayanan : Sweet Seventeen Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-Eljku Datang

NO KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. | Persyaratan = Data sekolah SMA/SMEK /MA

* Undangan, Daftar hadir, jadwal kegiatan
perekaman

* Fotocopy Kartu Keluarga atau Karty Pelajar

» Data base perekaman

Blanko KTP-El

| » KTP-El

, * Data Pelajar Wajib KTP

i Sistem, mekanisme dan Terlampir

prosedur

—

3. | Jangka waktu pelayanan |Jangka waktu proses dalam kondisi normal
| sejak tanggal perekaman s/d penerbitan KTP-
El maksimal 3 hari kerja;

| 4. Eit{}'al.l"]"aﬁf 1. Biaya retribusi Rp 0,-

5. | Produk Pelavanan Sweet seventeen Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-Eljku Datang

6. | Penanganan pengaduan, | Melalui :
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b, SMS Center : 085755735000
c. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat. surakarta.go.id
d. Web : www.dispendukcapil. surakarta.go.id |
¢. Email :Dispendukcapil surakarta_go.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta _
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan |




NO

KOMPONEN

URAIAN

pelayanan di internal arg;ﬂ:l.{lnl-i (manufacturing) meliputi:

Dasar Hulum 1.

i

10.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 |
Tentang Fembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Teshun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang -~ Undang Nomor 52 Tahun 2008
Tentang Perkembangan kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000
tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan:
Feraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penvusunan SOP:




NO

KOMPONEN

URAIAN

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nornor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penvusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomeor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-




' NO |

KOMPONEN

URAIAN

19,

C Tahun 2016 tentang Kedudukan |
Susunan organisasi, tugas | Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 470/296 /8 tentang KTP-E]

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomer 471/1768/54 tentang Perekaman |
KTP-El

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang !
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10,

| Sarana, prﬁaarana,

dan/atau fasilitas

l—ll—ll—ll—-l—-l-l—l-
- T

l—-—tmmﬂmm-hmtal—h:-—-
le.|-JI'||-lr

|_|.
s

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip

Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi

Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
Mobil Pelayanan Keliling




| WO |

KOMPONEN

URAIAN

20. Mobil Pelayanan Car Free Day

1]

Jumlah Pelaksans

3 Orang

keselamatan pelavanan

12, | Jaminan Pelavanan 1. Adanva tata tertib pelavanan
. Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelayanan
13. | Jaminan Keamanan dan

Ttraimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi

ol ol o N

Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan

Evaluasi Kinerjg
Pelaksana

1. Adanya E-Kin
2. Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor - J"'I:EJ / SA¥4 S
Tanggal  : Jaun o

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayvanan

Jenis Pelayanan

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

: SAPU LIDI Penerbitan KK

NO KOMPONEN I

URAIAN

- Enmpnnfan

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. Fﬁra}rar&tﬂn

=

KK baru WNI:

a. Surat Pengantar dari RT dan RW

b. Foto copy Buku Nikah /Akta
Perkawinan (bagi pemohon yang sudah |
menikah dan  dilegalisir pejabat
berwenang;

c. Surat Keterangan Pindah dan atau |
Surat Keterangan Pindah Datang dan
telah tinggal atau berdomisili 1 (satu)
tahun kecuali atas ijin Walikota melalui
Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 |
(satu) tahun;

d. Surat Pernyataan domisili bermaterai
cukup yang ditandatangani tetangga
terdekat di tempat tujuan dengan
melampirkan fotocopy KTF vang masih
berlaku

e, Surat Keterangan dan Luar Negeri vang
diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk
vang datang dari luar negeri karena
pindah

Perubahan KK Penambahan Anggota
Keluarga Karena Kelahiran
a. Pengantar dari RT dan RW




KOMPONEN

URAIAN

4.

b, KK lama
c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran /
Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir

Perubahan KK Penambahan Anggota

Keluarga Yang Menumpang Ke Dalam

KK

a. Pengantar dari RT dan RW

b. KK lama

¢. KK yang ditumpangi

d. Surat Keterangan Pindah dan atau
Surat Keterangan Pindsh Datang dan
telah tinggal atau berdomisili 1 (satu)
tahun kecuali atas ijin Walikota melalui
Kepala Dinasg bagi vang kurang dari 1
[satu] tahun

e. Surat Pernyataan domisili bermaterai
cukup yang ditandatangani tetangga
terdekat di tempat tujuan dengan
melampirkan foto copy KTP yang masih
berlaku

f. Surat Keterangan datang dari luar
negeri bagi penduduk daerah yvang
datang dari luar negeri karena pindah

Perubahan KK Penambahan Anggota
Keluarga Bagi Orang Asing Yang
Memiliki Izin Tinggal Tetap Untuk
Menumpang Ke Dalam KK WNI atan
WHNA

a. Pengantar dari RT dan RW




wo

KOMPONEN

URAIAN

5.

6.

b. KK lama atau Kﬁyang ditumpangi

¢. Paspor

d. Foto copy Kartu Identitas Tinggal Tetap |
vang dilegalisir '

e, Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Perubahan KK Pengurangan Anggota

Keluarga Baik Meninggal atau Pindah

a. Pengantar dari RT dan RW

b. KK lama

¢. Foto copy Surat Keterangan Kematian
vang dilegalisir dan atau

d. Surat Keterangan Pindah

Penebitan KK Hilang atau Rusak

a. Pengantar dari RT dan RW

b. Surat Keterangan hilang dari Lurah

¢. KK yang rusak

d. Foto copy dokumen kependudukan dari
salah satu anggota keluarga vyang |
dilegalisir; atau

e. Dokumen keimigrasian bagi orang

asing

Pembetulan Data KK

a. Pengantar RT dan RW

k. KK lama

c. Foto copy bukti pendukung vang

dilegalisir sesuai dengan permohonan
pembetulan data dalam KK

Sistemn, mekanisme dan | Terlampir

prosedur

Jangka waktu pEIajv-ﬁna.n Jangka waktu dalam proses berkas diterima
|




| NO | KOMPONEN |E URAIAN ]

[ | ' s/d penerbitan KK maksimal 3 menit  sejak

| |tanggaf diterimanya  berkas permeohonan
|3e.-:s_ra lengkap dan benar, sepanjang ﬁd‘ak|

| | terjadi duplikasi atay double NIK pendudul

| Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-

|- 5. | Produk Pelayanan

Kartu Keluarga (KK)

|
I_f:. ' Penanganan pengaduan,
! saran dan masukan

a.
| b.
c.

d.

e,

Melalui -

Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
3MS Center - 085755795000

Web Ulas ;

pengad uanmasyarakatl.surakarta.go.id
Web : uw.ﬂjapmdukcapﬂ-aurakmm.gn.{d
Email :Diﬂp&ndukcapii.aurakﬁrm,gn-id
Facebook :Dispend ukcapilkota Surakarta

|

|
' Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

| pelayanan di internal organisasi .|manu.'li¢tndn.gj meliputi:

| 7. | Dasar Hukum

|l.

2

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

2019 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan




NO

KOMPONEN I

URAIAN

1,

10,

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008
Tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tshun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudulk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri PAN & RBE Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010




WO | KOMPONEN URAIAN
| Tentang Penyelenggaraan Administrasi |
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomer 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atag Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang |
' Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
16. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Fenvelenggaraan
Administrasi;
17. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang  Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;
I8, Peraturan Walikota Surakarts Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang  Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.
' 8. | Kompetensi pelaksana 1. Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukar
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik
3. Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK
9. | Pengawasan internal I Audit Mutu Internal =1
2. Tinjauan Manajemen
| 10. | Sarana, prasarana, 1. Komputer
| dan fatau fasilitas 2. Printer
3. ATK
4. Jaringan Internet
2.  Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayanan
7. Ruang Tunggu
8.  Toilet khusus pemohon




'NO | KOMPONEN URAIAN

9. Mushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12, Ruang Arsip
13. Jalur Khusus difabel
I4. Kursi Roda
15, Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi SIAK
18. Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
19. Mobil Pelayanan Keliling
20. Mobil Pelayanan Car Free Day

11. [ Jumlah Pelaksana 6 Orang

12. | Jaminan Pelayanan 1 ﬁdan}ra tata tertib pelayanan
2.  Adanya kode etik pelavanan
3. Adanya maklumat pelayanan

13. | Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannya dokumen di data base

keselamatan pelayanan 2, Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
3.  Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kin
Pelaksana <.  Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor Ay [y fary
Tanggal - @ gyp 100

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelavanan : SAPU LIDI Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-EIl}

e T

WO KOMPONEN URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

l. | Persyaratan "1, Permohonan KTP-El Baru:

a. Foto copy KK

b. Datang langsung untuk foto, diambil
sidik jari dan Iris mata

2. KTP-El Pengganti karena hilang atau
rusak:
a. Foto copy KK
b. Bagi pemohon yang kehilangan KTP-EI,
menyerahkan Surat Kehilangan KTP-El '

dari kepolisian
c. Bagi pemohon KTP-El yang rusak,
menyerahkan bukti KTP-El vang rusak

3. Pembetulan Data KTP-El:
a. Surat Pengantar dari RT dan RW
b. Foto copy KK ([sesuai hasil pembetulan

data)

4. Penerbitan KTP-El Bagi Orang Asing
Tinggal Tetap:

. a. Telah berusia 17 tahun atau sudah

' kawin atau pernah kawin

b. Foto copy KK
¢. Foto copy Kutipan akta kelahiran




NO | EKOMPONEN URAIAN
d. Foto copy Paspor
e. FC Surat Izin Tinggal Tetap
2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir
| prosedur '
3. [ Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses dalam Tondisi normal
sejak  tanggal diterimanva  berkas s/d
penerbitan KTP-El maksimal 5 menit:
i Biaya / Tarif 1. Biaya retribusi Rp 'D,-
" 5. | Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E])
6. | Penanganan pengaduan, | Melalui ;
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (027 1) 644808
b. SM3 Center : 085755795000
c. Web Ulas :
pengaduanmasyarakat. surakarta.go.id
| d. Web : mw.diapendukcapi]_sura.karl:a.gn-id
e. Email :Dispendukcapil.surakarta, go.id
I'. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
Eﬂmpnnen Standar Pulajrnnnn yang terkait dengan proses pengelolaan |
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum L. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang FPembentukan Peraturan
Perundang — Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 200G |
tentang Pelavanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998  Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah




HKOMPONEN

URAIAN

T

10.

il

12,

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun |

2019 Tentang Petunjuk Pelaksanasn
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun |

2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

108 Tahun 2019 Tentang Peraturan |

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOF;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi




NO | KOMPONEN

URAIAN 1

15.

16.

B

18.

19,

20,

Pemerintah:
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 |
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor | Tahun
4015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyvelenggaraan Administrasi
Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perds
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penvusunan SOP Dj Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 470/296 /5] tentang KTP-E]

Surat Edaran  Menteri Dalam Negeri
Nomor 471/1768/3J tentang Perekaman
KTP-E1

8. | Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
. dengan baik
3. Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK
9. | Pengawasan internal 1. Audit Mutu Internal
2.  Tinjauan Manajemen

10. | Sarana, prasarana,

[ay
f

Komputer




NO

KOMPONEN

dan/atau fasilitas

i T

!\Jl-il—'l—l—-l—ll—"l—l-ll—-l—ll—-
S - T R O T

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip

Ruang Pelayanan

Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

kuang Laktasi

Ruang Bermain Anak

Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel

Kursi Roda

Fojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
Mobil Pelayanan Keliling
Mobil Pelayanan Car Free Day

Jumlah Pelaksana

5 Orang

12.

Jaminan Pelavanan

1.

Adanya tata tertib pelavanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanva maklumat pelayanan

13.

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

2
3.
1.
2
3

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan

14.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Adanva E-Kin
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor  : 4% [} [0
Tanggal ; ﬂ'@“ﬂi ¢igh

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelavanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelayanan : SAPU LIDI Penerbitan Kartu Identitas Anak [KIA)

'NO | KOMPONEN URAIAN

.Hnmpnnen Standar Pelayanan yang terkait dengan FI'DIHI--
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. | Persyvaratan 1. Foto copy KK
2. Foto copy KTP kedua orang tua

3. Foto copy Akte Kelahiran

4. Pas Foto berwarna 2x3 sebanvak 2 lembar

| I
' 2. | Sistemn, mekanisme dan | Terlampir
prosedur

[Ta: | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses dalam kondisi normal
| seisk tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan KIA maksimal 5 menit;

4. | Biaya/Tarf 1. Biaya retribusi Ep_ﬂ.—
5. | Produk Pelayanan 'SAPU LIDI Penerbitan Kartu Identitas Anak |
(KA}

6. | Penanganan pengaduan, | Melalui :

saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 085755795000
. Weh Ulas :

pengaduanmasyarakat.surakarta,go.id
d. Web : www dispendukcapil.surakarta go.id
¢. Email :Dispendukcapil. surakarta.go.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

7. | Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan I

2 Undang-Undang No 24 Tahun 2013




' NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

Xl

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2000
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000
tentang Pelayvanan Publik:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian

Uriusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tashun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan FPresiden MNomeor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
48 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Fenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan




NO |

EKOMPONEN

URAIAN

12.

i

14,

15.

6.

17.

18.

19.

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan:

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Kartu I[dentitas
Anak:

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penvusunan SOP;

Peraturan Menteni Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah NMomor 10 Tahun 2010 Tentang |
Penyelenggaraan Administrasi
Rependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomer 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penvelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan




NO

KOMPONEN

URAIAN

Perangkat Daerah Kota |

Tata Kerja
Surakarta.

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

e R -

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10.

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

et
.

VR oo ke

B S~ R
e S R S

18,

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Ruang Pelavanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi

Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Aphkasi SIAK Konsolidasi Pusat

11.

Jumlah Pelaksana

3 Orang

12,

Jaminan Pelayvanan

GO g

Adanya tata tertib pelayanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelayanan

13,

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayvanan

L

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip Yang sesuai standar
kearsipan




KOMPONEN ' URAIAN

. | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kin
| Pelaksana 2. Dilakukan penilaian SKM minimal 1
| | tahun sekali




Nama Unit Pelayanan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor C 4P/ sH4 /U
Tanggai : 9 gt 202

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

: Bidang Pelayvanan Pendaftaran Kependudukan

Jenis Pelayanan : Berkat Nikah Ganti KK KTP Sesuai Impian dan
Harapanku (BENING KASIHELU)
NO I KOMPONEN I URAIAN

|Kumpﬂnn:l:l. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

| penyampaian pelayanan |hnrlun delivery) meliputi

1. Persyaratan 1. Fﬂtﬂ-ﬁ‘ﬂp}’ KK
2. Fotocopy Kutipan akta kelahiran / Surat
Keterangan Lahir vang dilegalisir |
| 3. Fotocopy Buku Nikah
| 4. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat
: Keterangan Pindah Datang
2. Fotocopy paspor
6. Data Nomor Akte Perkawinan
7. Tanggal pernikahan
| 8. Jam pernikahan
9. Nama calon pengantin
10. Alamat calon pengantin
I 11. NIK calon pengantin
12. Nama orang tua calon pengantin .
_ 13. Nomor telepon
2, | Sistem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur
3. |Jangka waktu pelavanan | Jangka waktu penerbitan surat berkat nikah
| ganti KTP dan KK sesuai impian dan
harapanku adalah 1 hari kerja;
4. | Biaya,Tarii "~ | 1. Biaya retribusi Rp 0,-
5. | Produk Pelayanan  Penerbitan KK dan KTP-El _
6. | Penanganan pengaduan, | Melalui : N I

saran dan masukan

(=18

&

Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
SMS Center | DBS755795000

Web Ulas :

pengaduanmasvarakat. surakarta. go.d
Web : www.dispendukcapil surakarta go.id
Email :Digpendulcapil surakarta.go.ad




NO KOMPONEN | URAIAN
| f. Facebook ﬁi&pendukcapilkut& Surakarta
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
| pelayanan di internal organisasi [manufacturing) meliputi:
| 7. | Dasar Hukum 1.  Undang - Unrj.ﬂng Nomor 12 Tahun 2011 |

Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penverahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudulk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan:
Feraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tandas
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor




KOMPONEN

URAIAN

11,

12,

13.

14,

15.

1.

17.

28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP-

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Adminiatrasi|
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomaor 1 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penvelenggaraan

Administrasi:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18- |
A  Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan SOP Di Lingkungan I{ntal




KOMPONEN URAIAN

Surakarta;

18. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
€ Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

Kompetensi pelaksana 1. Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

3. Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

Pengawasan internal

Sarana, pr-'&a.aram.
dan/atau fasilitas

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Ruang Pelayanan

Ruang Tunggu

ot R L~ T R - I

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi

Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat

e B R T = T R .
O S -l -

=
g =l

Jumlah Pelaksana 6 Orang

Jaminan Pelayvanan 1. Adanya tata tertib pelayanan
2. Adanya kode etik pelayanan

| 3. Adanya maklumat pelayanan




Pelaksana

' NO KOMPONEN URAIAN
13. | Jaminan Keamanan dan Tersimpannya dokumen di data base
keselamatan pelayvanan Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan
14, | Evaluasi Kinerja Adanya E-Kin

Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelayvanan
Cn Line

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomaor D 4% fg’i—‘:ﬂ /10t
Tanggal  © g Qi 202

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
: Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak (SILA KIA)

' NO

KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi

Persyaratan

1. Permochonan KIA:
a. Foto copy KK
b. Fote copy KTP kedua orang tua
c. Foto copy Akte Kelahiran
d. Pas Foto berwarna 2x3 sebanyak 2

I lembar
2. | Sistem, mekanisme | Terlampir B
dan prosedur
3, Jangka waktu J;n_gka waktu proses dalam kondisi normal |
pelayanan sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan
KIA maksimal 1 har kerja;
Biaya/ Tarif J 1. Biaya retribusi Rp 0.-
Produk Pelayanan ' Simpanan Pelajar Kartu Identitas Anak (SILA
KIA)

6. | Penanganan Melalui : E
pengaduan, saran dan |a. Telp. (0271] 639554, Fax. (0271) 644808
masukan b. SMS Center : 085755795000

c. Web Ulas :
pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
d. Web : www dispendukcapil surakarta.go.id
e. Email :Dispendukcapil.surakarta. go.id
{. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum " ['1. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan

I ——




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

Perundang - Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006  Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik; |
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
19598 Tentang Penverahan Sebagian Urusan
Pemerintah di Bidang Penvelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang  Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah
dengan UU 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk |
Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk




' NO KOMPONEN URAIAN |
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

11. Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Kartu [dentitas Anak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Peraturan

' Pelaksanaan Peraruran Presiden Nomor 96
Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku
vang digunakan dalam  Administrasi
Kependudukan

14, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tehun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan
S0P,

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang  Penyelengparasan  Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah |
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

17. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda 10
Tahun 2010 Tentang Penvelenggaraan
Administrasi;

18. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
SOP Di Lingkungan Kota Surakarta;




i H‘u I

s Cee

URAIAN

| 19. Peraturan Walikoa Surakarta Nomor 27-C
|7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan
organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.
8. | Kompetensi pelaksana 1. Memiliki I-"Engetahﬁan di Eidémg
Administrasi Kependudukan
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik
3. Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK
9. | Pengawasan internal 1.  Audit Mutu Intermnal
2. Tinjauan Manajemen
10. . Sarana, prasarana, 1. kKomputer
dan/atau fasilitas 2. Printer
3. ATK
4.  Jaringan Internet
5.  Almari/Rak Arsip
6.  Teilet khusus pemohon
7. Mushola
8  Ruang Arsip
9.  Aplikasi SIAK
10. Aplikasi Dukeapil dalam genggaman
11. Website
11, | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12. | Jaminan Pelayanan | 1. Adanya tata tertib pelayanan
2.  Adanya kode etik pelayanan
3. Adanya maklumat pelayanan
13. Jaminan Keamanan Tersimpannya dokumen di data base
dan keselamatan 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
pelavanan Adanva ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja Adanyva E-Kin
Pelaksana 2.  Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun
sekali




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelavanan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor L 4w /53 ol
Tanggal é Funt 200

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
: Sweet Seventeen Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(KTP-Eljku Datang On Line

NO KOMPONEN | URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkalt dengan proses
| penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi
1, | Persyaratan » Data sekolah SMA/SMK/MA
« Undangan, Daftar hadir, jadwal kegiatan
perekaman
+ Fotocopy Kartu Keluarga atau Kartu Pelajar
+« Data base perekaman
» Blanko KTP-EI
= KTP-El
= Data Pelajar Wajib KTP
' 2. | Sistem, mekanisme | Terlampir ]
dan prosedur
| 3, | Jangka waktu Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak
pelayanan tanggal perekaman sf/d penerbitan KTP-El
maksimal 3 hari kerja;
4. | Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp O,- = "
| Produk Pelavanan Sweet seventeen Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (KTP-Eljku Datang

pengaduan, saran
dan masukan

Melalui :

a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808

b. SM3S Center : 085755795000

c. Web Ulas:
pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id

d. Web : www.dispendukcapil surakarta.go.id

e. Email :Dispendukcapil. surakarta.go.id

f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

| Komponen Standar thm yvang terkait dengan proses pengelolaan




NO KOMPONEN URAIAN
pelayanan di inttmallurﬂnlﬂs;l [manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 |

10,

11:

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
- Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga:

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998
Tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah di Bidang Penvelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
Peraturan Presiden Nomer 112 Tahun 2013
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan
S0P,

Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35




| NO

KOMPONEN

URAIAN

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
S0P Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 103
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013
Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109
Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam  Admimstrasi
Kependudukan

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda 10
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi,

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1B8-A

Takhun 2014 tentang Pedoman Penyusunan |

SOP Di Lingkungan Kota Surakarta;
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C
Tahun 2016 tentang Keduduikan, Susunan
organisasi, tugas , Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
470/296/8J tentang KTP-El




| NO KOMPONEN URAIAN
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
471/1768/8J tentang Perekaman KTP-El
8. | Kompetensi 1. Memiliki Pengetahuan di Bidang
pelaksana Administrasi Kependudukan
2. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik
3. Mampu mengoperasikan komputer dan
| aplikasi SIAK
9. | Pengawasan internal 1.  Audit Mutu Internal
2.  Tinjauan Manajemen
10. | Sarana, prasarana, 1. Komputer
dan/atau fasilitas 2,  Printer
3. ATK
4, Jaringan Internet
5.  Almari/Rak Arsip
6. Toilet khusus pemohon
7. Mushola
8. Ruang Arsip
9. Aplikasi SIAK
10. Aplikasi Dukcapil dalam genggaman
11. | Jumlah Pelaksana S Orang
12. | Jaminan Pelayanan | 1. Adanya tata tertib pelayanan
2, Adanva kode etik pelayanan
3. Adanva maklumat pelayanan
" 13. | Jaminan Keamanan 1. Tersimpannya dokumen di data base
dan keselamatan 2. Terbackupnyva dokumen pada Aplikasi
pelayanan 3. Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan
"14. | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kin
Pelaksana 2. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun

sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor : J:f"pf ¥ (1oL!
Tanggal : § QUni 20U

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelayanan - Pelayanan On Line Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

' NO | KOMPONEN

URAIAN

Komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. F_Ersj.raratan

BT

3.

KK baru WNI: .

a. Foto copy Buku Nikah/Akta
Perkawinan

b. Surat Keterangan Pindah dan atau
Surat Keterangan Pindah Datang dan
telah tinggal atau berdomisili 1 (satu]
tahun kecuali atas ijiin Walikota melalui
Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1
{satu) tahumn;

- Surat Keterangan dari Luar Negeri yang
diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk |
yang datang dari luar negeri karena
pindah

Perubahan KK Penambahan Anggota

Keluarga Karena Kelahiran

a. KK lama

b. Foto copy Kutpan Akta Kelahiran /|
Qurat Keterangan Lahir yang dilegalisir

Perubahan KK Penambahan Anggota |
Keluarga Yang Menumpang Ke Dalam
KK

a. KK lama

b. KK yang ditumpangi




KOMPONEN

URAIAN

Tl

c. Surat Keterangan Pindah dan atau
Surat Keterangan Pindah Datang '

d.Surat Keterangan datang dari luar
negeri bagi penduduk daerah yang
datang dari luar negeri karena pindah

Perubahan KK Penambahan Anggota

Keluarga Bagi Orang Asing Yang

Memiliki Izin Tinggal Tetap Untuk

Menumpang Ke Dalam KE WNI atau

WNA

a. KK lama atau KK vang ditumpangi

b. Paspor

¢, Foto copy Kartu Identitas Tinggal Tetap
yang dilegalisir |

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Perubahan KK Pengurangan Anggota
Keluarga Baik Meninggal atau Pindah

a. KK lama

b. Foto copy Surat Keterangan Kematian
yvang dilegalisir dan atau
¢. Surat Keterangan Pindah

Penebitan KK Hilang atau Rusak

a. Surat Keterangan hilang dari Lurah

b. KK vang rusak

c. Foto copy dokumen kependudukan dari
salah satu anggota keluarga; atau

d. Dokumen keimigrasian bag orang
asing

Pembetulan Data KK

a. KK lama

b. Foto copy bukti pendukung sesuai
dengan permohonan pembetulan data
dalam KK




KOMPONEN URAIAN |

Sistem, mekanisme dan | Terlampir

progedur

Jangka waktu pelayanan |Jangka waktu dalam proses berkas diteﬂma-,
' s/d penerbitan KK maksimal 2 hari sejak
tanggal diterimanya berkas permchonan
secara lengkap dan benar, sepanjang tidak
terjadi duplikasi atau double NIK penduduk

Biaya, Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-
Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
Penanganan pengaduan, | Melalui :
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. 8MS Center : 085755795000
c. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
d. Web : www dispendukcapil. surakarta.go.id
e. Email :Dispendukecapil surakarta. go.id
Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar i'nllrlnnn ya:ni terkait dengan proses pengelolaan |
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang - Undangan |

2. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

3, Undang - Undang Nomor 52 Tzhun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelavanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukl




NO |

KOMPONEN

URAIAN

10.

11,

12,

13.

14.

Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional; |
Keputusan Presiden Nomeor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 33
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penvusunan SOP,

Peraturan Menteri Pendayvagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahjun 2012 tentang Pedoman




NO |

KOMPONEN

URAIAN

15.

15.

17,

18.

Penyusunan SOF Di Lingkungan Instansi |
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah |
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomaor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Adminigtrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOPF Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan |
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

[ 10.

Saransa, prasarana,
dan/atau fasilitas

b Wk =R e

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip




| NO

KOMPONEN

URAIAN

R

Ruang Arsip

Aplikasi SIAR

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
Aplikasi Dukecapil dalam genggaman
Website

11.

Jumlah Pelaksana

10 Orang

12,

Jaminan Pelayanan

Adanya tata tertib pel-;l}'anan
Adanya kode etik pelavanan

Adanva maklumat pelayanan

13,

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

W b o= e =

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnyva dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan

[ 14.

Evaluasi Kinerja
Pelalsana

Adanya E-Kin
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Nama Unit Pelayanan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor Ay J'r'ﬂf}ﬁ} fapnl
Tanggal : § gl 20U

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Jenis Pelavanan

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- Pelayanan On Line Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-El)

| NO

KOMPONEN

URAIAN |

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan l[-arvlu delivery) meliputi

! Persyaratan

1.

Permohonan KTP-El Baru:

a. Foto copy KK

b. Datang langsung untuk foto, diambil
gidik jari dan lris mata

KTP-El Pengganti karena hilang atau

rusak:

a. Foto copy KK

by, Bagi pemohon yang kehilangan KTP-El,
menverahkan Surat Kehilangan KTP-El
dari kepolisian

c. Bagi pemohon KTP-El yang rusak,
menyerahkan bukti KTP-El yang rusak

Pembetulan Data KTP-Ei:
a. Surat Pengantar dari RT dan RW
b. Foto copy KK (sesuai hasil pembetulan

data)

Penerbitan KTP-El Bagi Orang Asing

Tinggal Tetap:

a. Telah berusia 17 tahun atau sudah
kawin atau pernah kawin

b. Foto copy KK

c. Foto copy Kutipan akta kelahiran

d. Foto copy Paspor




NO KOMPONEN URAIAN
e. FC Surat lzin Tinggal Tetap
2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur
3. | Jangka waktu pelayanan IJa_ngkﬂ waktu proses dalam kondisi normal

sejak tanggal diterimanya berkas s/d

penerbitan KTP-El maksimal 1 hari;

4. | Biaya/Tarif

1.

Biava retribusi Rp 0,-

5. | Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EJj
6. | Penanganan pengaduan, | Melalui : -
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271} 644808
b. SMS Center : 085755795000
¢, Web : www.dispendukcapil surakarta. go.ad
d. Email :Dispendukcapil.surakarta.go.id
_ e. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum . Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah MNomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penvelenggaraan Pendsaftaran Penduduk
Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006




NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tentang Adminisirasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional; .
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun |
2004 Tentang Pengelolaan Informasi |
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku Vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 |
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP,

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyvusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi




KOMPONEN

URAIAN

16.

17.

18,

19.

20.

Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang |
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1]
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penvelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18- |
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan RKota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata HKerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 470/296/5J tentang KTP-El

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 471/1768/3J tentang Perekaman
KTP-El

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK

9.

| Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10.

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

0 el

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet




WO

KOMPONEN

URAIAN

5. Almari/Rak Arsip
6. Ruang Pelayanan
7. Ruang Tunggu
8. Toilet khusus pemohon
9. Maushola
10. Ruang Laktasi
11. Ruang Bermain Anak
12, Ruang Arsip
13, Jalur Khusus difabel
14, Kursi Eoda
15. Pojok Baca
16. Mesin Antrian Digital
17. Aplikasi SIAK
18. Aplikasi SIAK Konsclidasi Pusat
19, Mohil Pelayanan Keliling
20. Mobil Pelavanan Car Free Day
21. Aplikasi Dukcapil dalam genggaman
22. Website
11, | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12, | Jaminan Pelayanan 1. Adanyva tata tertib pelayanan
2. Adanya kode etik pelayanan
' 3. Adanva maklumat pelayanan
13. | Jaminan Keamanan dan | 1. Tersimpannya dokurmen di data base
keselamatan pelayanan 2. Terbackupnva dokumen pada Aplikasi
3. Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan
14, | Evaluasi Kinerja Adanya E-Kin
Pelaksana 2. Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor Ay [ Sl
Tanggal 9"3{[;-11 1o

STANDAR PELAYANAN DISPENDUECAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayvanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Jenis Pelayanan : Pelayanan On Line Penerbitan Kartu Identitas Anak
|KLA)
NO KOMPONEN I URAIAN

anpnnnn_ ‘Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi

1. | Persyaratan 1. KIA baru WNI
1. Foto copy KK
2. Foto copy KTP kedua orang tua
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Pas Foto berwarna 2x3 sebanvak 2
lembar jika anak berusia 5 th keatas
5. Data Pemohon
2. Penebitan KIA Hilang atau Rusak
a. Surat Keterangan hilang dari kepolisian
b. KIA vang rusak .
c. Foto copy Kartu Keluarga
2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir
prosedur

3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses dalam kondisi normal
sejak  tanggal diterimanya berkas s/d
penerbitan KIA maksimal 3 han kerja:

4. | Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-
| Produk Pelayanan Kartu ldentitas Anak (KIA)
6. | Penanganan pengaduan, | Melalui - -
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808 |
b. SMS Center : 085755795000 |
c. Web Ulas: |

pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
d, Web : www.dispendukeapil.surakarta. go.id
. e. Email :Dispendukcapil.surakarta.go.id




NO | KOMPONEN

URAIAN

| f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal nrp;aniuni |manufacturing) meliputi:

| Dasar Hukum 1.

wn

10

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 |

Tentang Pembentukan Peraturan |

Perundang - Undangan
Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tcntﬁmgl

Administrasi Kependudukan;

Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelavanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor




| NO

KOMPONEN

URAIAN

1%,

12.

13:

14.

15.

16.

i

28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2
Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas
Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
g6 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RE Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP,

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomer 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;




KOMPONEN

URAIAN

18,

19,

20.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kera Perangkat
Surakarta.:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Karty Identitas
Anak.

Daerah Kota

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan bafik

Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

e e T o
G L

=, R I o N N . ST L ey S
l_.ﬂllllrl-l-ll

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi
Ruang Bermain Analk
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabe]
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital




| NO | KOMPONEN URAIAN
17. Aplikasi SIAK
18. Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat
19. Aplikasi Dukcapil dalam genggaman
20. Website
| 11. | Jumlah Pelaksana 5 Orang
12. | Jaminan Pelayanan 1. A&an}ra tata tertib pelayanan
2. Adanya kode etik pelayanan
3.  Adanva maklumat pelavanan
13, | Jaminan Keamanan dan Tersimpannya dokumen di data base
keselarmatan pelayanan Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip Yang sesuai standar
kearsipan
14. | Evaluasi Kinerja 1. Adanva E-Kin
Pelaksana 2.  Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor : A30 f(THq _!‘LDH
Tanggal @ § fuwi 21!

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Mama Unit Pelavanan

Jenis Pelayanan

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
: Penerbitan Kartu Keluarga, KTP, KIA dan Akta

Kelahiran dari Kedatangan

NO |

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses |
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

Persyvaratan

|

SKP WNI |

KTP asli |

Form F1-03 Formulir Perpindahan |

Penduduk

Form F1-02 Formulir Pendaftaran

Peristiwa Kependudukan

Form F1-01 Formulir Biodata Keluarga

Persyaratan Tambahan

KK asli bagi yvang numpang KK

Foto copi surat nikah / cerai .

Kedatangan anak usia dibawah 17 tahun,

melampirkan surat pemyataan Surat

Kuasa Pengasuhan Anak dari Orang

Tua/Wali Surat Pernyataan Bersedia

Menerima Sebagai Anggota Keluarga

Foto berwarna 3x4 1 lembar, untuk KIA

anak usia diatas 5 th

Foto copi akta kelahiran, apabila tidak

memiliki paket membuat akta kelahiran ;

« Surat Keterangan Kelahiran F-2.01 dan
Kelurahan

e« Surat Kelahiran dari RS/RBE/Penolong
Kelahiran /SPTJM Kebenaran Data .
Kelahiran

s Surat Nikah Orang Tua/SPTJM
Kebenaran Pasangan Suami [stni




NO | KOMPONEN

URAIAN

lahir

* KK Asli Orang Tua
* KTP-El Asli Orang Tua
* KTP-El 2 Orang Saksi
- Formulir Permohonan Pelaporan
Terlambat

bagi yang pelaporannya melebihi 60 hari sejak

2. | Bistem, mekanisme dan
prosedur

FPelayanan Online

3. | Jangka waktu pelayanan

Jangka waktu proses dalam kondisi normal
sejak  tanggal diterimanva berkas &/ d
penerbitan KK, KTP, KIA dan Akta Kelahiran
dari kedatangan maksimal 3 hari kerja;

4. | Biava/Tarif

1. Biaya retribusi Rp 0,-

3. | Produk Pelayanan

Kartu Keluarga, KTP, KIA dan Akta Kelahiran |

Penanganan pengaduan,
saran dan masukan

Melalui :

a&. Telp, (0271) 639554, Fax. (0271) 644808

b. 8MS Center : 085755795000

¢. Web Ulas :
pengaduanmasyarakat. surakarta, go.id

d. Web : www.dispendukcapil surakarta.go.id

. Email 'Dispendukcapil.surakarta. go.id

[. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Pelayanan _w.ng terkait dengan preses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

7. | Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

2. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang |
Administrasi Kependudukan:;

3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2000
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Fembangunan Keluarga:

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009




' NO

KOMPONEN

URAIAN

10.

1

14,

13,

tentang Pelavanan Publik:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudulan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomeor Induk
Kependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan |
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35




NO

URAIAN

14.

15,

16.

17.

18.

Tahun 2013 Tentang Pedoman |
Penyvusunan SOP;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Rirokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daersh Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan |
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan S0P Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja FPerangkat Daerah Kota
Surakarta,

Kompetensi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Admunistrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinas;
dengan baik

Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

!‘i.‘ln—*

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen




' NO

KOMPONEN

10.

Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

DN oot KoL o

10,

Komputer

Printer

ATE

Jaringan Internet

Almari/Rak Arsip

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Arsip

Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat

IE,

Jumlah Pelaksana

4 Orang

¥a.

Jaminan Pelayanan

ﬁi:lanya tata tertib pelayanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelavanan

13,

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

WoN =W

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip vang sesual standar
kearsipan

14,

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

—
"

Adanva E-Kin
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




STANDAR PELAYANAN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor - 4y {mgf [0l
Tanggal  : 4 qun W1

DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI

NO HOMFONEN

URAIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

1. | Persyaratan

Z. | Sistem, mekanisme dan
prosedur

penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. KK dan KTP Asli
2, Form Fl1-03 Formulir Perpindahan |
Penduduk
3. Form F1-02 Formulir Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan
Form F1-01 Formulir Biodata Keluarga
5. Persyaratan lannya bila diperlukan ;
» Foto Copy Surat Nikah
'Online Web = :

3. | Jangka waktu pelayanan

Jangka waktu proses dalam kondisi normal |
sejak  tanggal diterimanva berkas s/d
penerbitan SKP maksimal 3 hari kerja;

4. | Biaya/Tarif
5. | Produk Pelavanan

1. Biaya retribusi Rp 0,-
Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI

6. | Penanganan pengaduan, 1
saran dan masukan

Melalui ;
a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
b. SMS Center : 0B57557950040
¢. Web Ulas :

pengaduanmasyarakat. surakarta. go.id
d. Web : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
e. Email :Dispendukcapil surakarta.go.id

f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

' Komponen Etui:r!'uh;anm yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) melipuati:

e e — e ——

L F |I Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan




URAIAN

nl

10.

11.

Perundang - Undan gan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2000
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga,
Undang-Undang Nemor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudulk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomeor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomeor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun |
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan




URAIAN

12,

13.

14,

13,

16.

18.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Namor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri MNomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan |
Buku yang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP;

Peraturan Menteri Pendayvagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instans
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tzhun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daergh Nomor 1 Tahun
<2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang |
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota




NO KOMPONEN

URAIAN

Surakarta,

8. | Kompetensi pelaksana

Memilild Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK

9. | Pengawasan internal

e o0

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10. | SBarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

BRow e wn -~

o

Komputer

Printer

ATk

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Toilet khusus pemochon
Mushola

Ruang Arsip

Aplikasi SIAK

| 0. Aplikasi SIAK Kofisolidasi Pusat

| 4 Orang

EN
| 2

Adanya tata tertib pelavanan

_ ” |' Adanya kode etik pelayanan

|| | 3. Adanya maklumat pelayanan

| 13. r Jaminan Keamanandan | 1. Tersimpannya dokumen di data base

| | keselamatan pelayanan 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi

| | 4. Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan

14. | Evaluasi Kinerja 1. Adanya E-Kin
Pelaksana 2. Dilakukan penilaian SKM minimal 1

tahun sekali J




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor 43 [y /20!
Tanggal  : 4 quni 27
STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAEKARTA

Nama Unit Pelayanan - Bidang Pelavanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelayanan : Penerbitan Kartu Keluarga, KTP, KIA dan Ata
Kelahiran dari Kedatangan dari Luar Negeri

MO | EOMPONEN | URAIAN

| - |
' Eomponen Standar Pelayanan yang terkait denganm proses
.'; penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. | Persyaratan - KTP asli
- Form F1-03 Formulir Perpindahan
Penduduk
. - Form F1-02 Formulir Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan
- Form F1-01 Formulir Biodata Keluarga
- Persyaratan Tambahan
[ - KK asli bagi yang numpang KK
- Foto copi surat nikah / cerai
- Kedatangan anak usia dibawah 17 tahun,
melampirkan surat pernyataan Surat Kuasa
Pengasuhan Anak dari Orang Tua/Wali
Surat Pemyataan Bersedia Menerima
Sebagai Anggota Keluarga
- Foto berwarna 3x4 1 lembar, untuk KIA
anak uzia diatas 5 th
- Foto copi akta kelahiran, apabila tidak
memiliki paket membuat akta kelahiran ;
* Surat Keterangan Kelahiran F-2.01 dari
Kelurahan
* Surat Kelahiran dari RS/RB/Penolong
Kelahiran /SPTJM Kebenaran Data
Kelahiran
= Surat Nikah Orang Tua/SPTJM
Kebenaran Pasangan Suami Istri
= KK Asli Orang Tua




URAIAN

; » KTP-E] Asli Orang Tua
*» KTP-EIl 2 Orang Saksi
 Farmulir Permohonan Pelaporan
‘ Terlambat, bagi yang pelaporannya melebili 60
hari sejak lahir

2. -Siﬂtmn. mekanisme dan | Pelayanan Online
| prosedur

3. l Jangka waktu pelayanan

Jangke waktu proses dalam kondie normal
scjak  tanggal diterimanya  berkas s/d
penerbitan KK, KTP, KIA dan Akta Kelahiran
dari Kedatangan Luar Negeri Maksimal
maksimal 3 hari kerja;

4. | Biaya, Tanf |'1. Biaya retribusi Rp 0.-
5. | Produk Pelayanan [ Kartu Keluarga, KTP, KiA dan Akia Kelahiman
| 6. | Penanganan pengaduan, | Melalui - ;
saran dan masukan a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
| b. SMS Center ; 085735795000
c. Web Ulas ;
pen gaduanruasya:akatsumkarta.gn-m
' d. Web : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
2. Email :Disp:ndukcapﬂ-aurakarm.gn.id
f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta
Komponen Standar Pelayanan yang terkailt dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan

' Perundang - Undangan

2. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

3. Undang - Undang Nomer 52 Tahun 2009

| Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009




URAIAN '

i m——

10.

[

12.

13.

tentang Pelayanan Publik: il
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyvelenggaraan Pendaftaran Penduduk
kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Pelunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kepend udukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
4018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan |
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunalan dalam
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35




NO

KOMPONEN

URAIAN

14,

15,

16.

17,

18.

Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daeralh Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A  Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta,

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinas;
dengan baik

Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

1.

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen




KOMPONEN

Sarana, prasarans,

{ dan/atau fasilitas

11.

Jumlah IjnIaJm&_mii_

i L RS R

10.

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet

Almari/Rak Arsip

Toilet khusus pemcheon
Mushola

Ruang Arsip

Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat

4 Orang

12,

113, |

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

1
2
3.
|
2
3

Adanya tata tertib pelavanan

Adanya kode etik pelayanan

Adanya maklumat pelayanan
Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan

14.

| Evaluasi Kinerja

Pelaksana

—

Adanyva E-Kin
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor  : 430 /S3¥4/ 10U
Tanggal g i}{ﬂ[ 700

STARNDAN FEIAVANAN DEEFENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

M Ulmie. Pelisyaman - Bidlamg Pellayanan Pendaftaran Kependudukan
s Pelayanan - Burall Ketierangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN WHI)

t penyampaian pelayanan ll-ﬂﬂ delivery) meliputi

i — I
|' Homponen Standar Pelayanan yang terkalt dengan proses

t Persyaratan 1. KK dan KTP Asli

i 2 Form F1-03 Formulir Perpindahan
! Penduduk '
! 3. Form F1-02 Formulir Pendaftaran Peristiwa
| Kependudukan

| # Form F1-01 Formulir Biodata Keluarga
I | 5. Persyaratan lainnya bila diperiukan ;
| - Foto Copy Surat Nikah

| 2. | Sistem, mekanisme dan | Pelayanan Online il

| ;pru-uedur |

| 3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu proses dalam kondisi normal
i |sgak  tanggal diterimanya berkas s/d
. | pemerbitan SKPLN WNI maksimal 3 hari kerja;

| 4. | Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0,-

5. | Produk Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKFLN |
| w

| 6. [ananpnm pengaduan, | Melalui :

saran dan masukan a Telp. (0271) 639554, Fax. (0271} 644808
| l ' b. SMS Center : 085755795000
' I c. Web Ulas :

pengaduanmasvarakat. surakarta.go.id
d. Web : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
| . Email :Dispendukeapil surakarta.go.id
f. Facebook ;Dispendukcapilkota Surakarta

|

|

|

;mmm mtﬂh.itdlnpnpmnumﬂuhnn
iphmiihhm]up-hﬂimﬂhﬂminﬂmuputh




KOMPONEN

URAIAN

Diasar Hukum

e ——

10,

Undang - Undang Nomer 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23  Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2000
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penverahan Sebagian

Urusan Pemerintah di Bidang
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20086
Tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara |
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Indulk
Kependudukan Secara Nasional:
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Pengelolaan Informasi |
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;




' NO |

KOMPONEN

URAIAN

13.

! 14,

| 15.

|| i6.

| 7.

| 18,

[T,

12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku yvang digunakan dalam
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan S0P,

Peraturan Menterd Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nemor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penvusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintgh:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah |

dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi:

Peraturan Walikota Surakarts Nomor 18-

A  Tahun 2014 tentang Pedoman |

Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,




- NO

KOMPONEN

URAIAN

8, | kompetensi pelaksana

Susunan organisasi, tugas Fungei dan
Tata Kerja Perangkat Kota
Surakarta.

Daerah

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

9. | Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10, | Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

el - < BT N U B S

10.

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet

Almari/Rak Arsip

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Arsip

Aplikasi STAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat

| 11. | Jumlah Pelaksana

6 Orang

12. | Jaminan Pelayanan

ol

Adanya tata tertib pelayanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelayanan

13. | Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

ot

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi '
Adanye ruang arsip vang sesuai standar
kearsipan

14. | Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Adanya E-Kin
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

Nomor  : *’ﬂtﬂ' S fa0er
Tanggal : 4 3w 207

STANDAR PFELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

Jenis Pelavanan : Surat Keterangan Pindah (SKP) Dan KK, KTF dari
Kedatangan Orang Asing (0A) Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

?ahp.ntn '_Fll.nl terkait d-u:nTgin _]lrnln
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

1. | Persyaratan

2, Untuk Orang Asing pemegang Kartu Kin

1. Untuk Orang Asing pemegang Kartu fjin
Tinggal Tetap (KITAP)
a KTP dan KK-El Asli
b. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan

. Menunjukkan Buku Pengawasan

aslinya
Fotokopi Kartu ljin Tinggal Tetap |
(KITAP)

Orang Asing

Form F1-03 Formulir Perpindahan
Penduduk |
Form F1-02 Formulir Pendaftaran |

Peristiwa Kependudukan
Form F1-01 Formulir Biodata
Keluarga

Tinggal Terbatas (KITAS) .

' a.

. Fotokopi Kartu lin Tinggal Terbatas

Surat Keterangan Tempat Tinggal
[SKTT)
Fotokopi Paspor

(KITAS)
Form F1-03 Formulir Perpindahan

Penduduk
Form F1-02 PFormulir Pendaftaran




'NO KOMPONEN

URAIAN

Peristiwa Kependudukan

f. Form F1-01 Formulir Biodata

Keluarga

2, éistem. mekanisme dan
prosedur

Pelavanan Online

3. | Jangka waktu pelavanan

-.Jangka waktu proses dalam kondisi normal

sejek  tanggal diterimanva  berkas s/d
penerbitan SKP OA maksimal 3 hari kerja;

| 4. | Biaya/Tarif

1. Biaya retribusi Rp 0,-

5. | Produk Pelayanan

6. | Penanganan pengaduan,
saran dan masukan

Surat Keterangan Pindah {SKF| Dan KK. KTP
dari Kedatangan Orang Asing (OA) Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Melalui :

a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808

b. SMS Center : 085755795000

c. Web Ulas ;
pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id

d. Web : www.dispendukeapil surakarta.go.id

e. Email :Dispendukcapil surakarta. go.id

f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

Komponen Standar Ptl:njlmnln yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

7. | Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

2. Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tshun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2000
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun




KOMPONEN

10,

11.

.

13,

1998  Tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah i Bidang
Fenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan:
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional:
Reputusan Presiden Nomor 88 Tahun |
2004 Tentang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
48  Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam MNeger1 Nomor
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunakan dalam |
Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOP;




NO KOMPONEN

URAIAN

15,

| 16.

17.

18.

Peraturan Menteri  Pendayagunaan |
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Fenyusunan SOP Di Lingkungan Tnstansi |
Pemerintah:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Rependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang |
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota
Surakarta;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

B. Kumpefznsi pelaksana

Memiliki Pengetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan haik

Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

9. | Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Manajemen

10. | Barana, prasarana,
| dan fatau fasilitas

B bs] BY e

komputer
Printer




NO

KOMPONEN

URAIAN

o

Sl i B R

10.

ATK

Jaringan Internet

Almari/Rak Arsip

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Arsip

Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusai

11.

Jumlah Pelaksana

4 Orang

12

Jaminan Pelayanan

Adén}ra tata tertib pelayanan
Adanya kode etik pelavanan
Adanya maklumat pelavanan

13.

Jaminan Keamanan dan
keselamatan pelayanan

W= N e

Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
Adanya ruang arsip yang sesuai standar
kearsipan

|}

14,

' Evaluasi Kinerja

Pelalsana

Adanya E-Kin
Dilakukan penilaian SKM minimal 1
tahun sekali




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta
Nomor : #?ﬁf?}}}{v {1671
Tanggal P .g-[m'.' 201

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Jenis Pelayanan . Penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar
(SKOT)

WO |

Baru dan Perpanjangan
KOMPONEN | URAIAN

T

Homponen Standar 'F';lln;mmn yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi

|1.

Persyaratan | 1. Formulir Pendataan Orang Terlantar
| 2. Surat Pemyataan Tidak Memiliki Dokumen
Kependudukan

3. Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)
Formulir Biodata Penduduk WNI bagi vang |
. belum tercatat dalam database

kependudukan
5. Blanko SKOT
2. | Sistem, mekanisme Terlampir "
dan prosedur
| 3. | Jangka waktu Jangka waktu proses dalam kondisi normal
[ pelayanan .f sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan
SKOT maksimal 1 har kerja, diluar kondisi |
normal maksimal 3 hari;
4. | Biaya/Tarif 1. Biaya retribusi Rp 0.- =
TProduk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Crang Terlantar |
| (SKOT) Baru dan Perpanjangan
6. | Penanganan Melalui :
pengaduan, saran dan | a. Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
masukan b. SMS Center : 0B5755795000
¢. Web Ulas :

pengaduanmasvarakat surakarta. go.id

| d. Web : www. dispendukcapil. surakarta.go.id
e. Email :Dispendukcapil. surakarta.go.id

f. Facebook :Dispendukcapilkota Surakarta

i

Eomponen Standar Pelaysnan yang terkait dengan proses pengelolaan




NO KOMPONEN

URAIAN

pelayanan di internal arganisasi imanufacturing) meliputi:

7. | Dasar Hukum

.

o

| 10.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayvanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penverahan Sebagian Urusan
Pemerintah di Bidang Penvelenggaraan
Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 |

Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran  Penduduk dan  Pencatatan
Sipii;

Peraturan Presiden Nomor U6 Tahun 2018
Tentang Pesvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013
Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
Tentang Pongelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

|'




NO

KOMPONEN

URAIAN

11

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 28 |

Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Taliun 2018 Tenlang Persvaralan dan Tala
Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 |

Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 |

Tahun 2019 Tentang Pendataan dan

Fenerbitan Dokumen Kependudukan bagi |

Pendudul Rentan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penvusunan
S0P:

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |

Nemor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Dj Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Nemor 10 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan |

Daerah Nomeor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan:

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11




URAIAN

19.

20.

Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda 10
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-A |
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
S0P Di Lingkungan Kota Surakarta:
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C
Taliuw 2010 ientuug Kedudukan, Susunan
organisasi, tugas , Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.

| Hﬁmneteﬂﬁ{”]]?hkﬁﬂﬂﬂ |

Memiliki Pengetahuan di Bidang = |
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan computer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal

Audit Mutu Internal
Tinjauan Mangjemen

10.

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

LTS R o [

(==Y [ R a1 [ . N = & T
® e nE BB -5 ®e

Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi

Ruang Bermain Anak
Fuang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsaolidasi Pusat




NO HKOMPONEN

URAIAN

EEF Jumilah Pelak=sanga

6 Orang

12, | Jaminan Pelayanan

Adanya tata tertib pelavanan

1.
2 Adanya kode etik pelayvanan
3. Adanya maklumat pelayanan
13. | Jaminan Keamanan 1 Tersimpannya dokumen di data base
dan keselamatan 2. Terbackupnva dokumen pada Aplikasi
pelayanan 3 Adanya ruang arsip vang sesuai standar |
kearsipan
14, [ Evaluasi Kinerja . Adanya E-Kin
Pelaksana 2,  Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun

salali




Nama Unit Pelayanan
Jenis Pelavanan

Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta

MNomor - 4k St fiou

Tanggal  : § ¢ 2ou

STANDAR PELAYANAN DISPENDUKCAFIL KOTA SURAKARTA

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
: Penerbitan Surat Bukti Pendataan Penduduk Non

Permanen
| NO | KOMPONEN URAIAN
fi-umpnnan Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi
1. | Persyaratan 1. Formulir Pendataan Penduduk  Non
Permanen (F.4-01)
2. Formulir data anggota keluarga vang dibawa
(F.4-02)
3. Fotocopy KTP-el
4. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Dokumen pendukung lain, contohnya
Surat Pengantar dari RT/RW, Surat Tugas,
Surat Keterangan dari Instansi Pendidikan,
Surat Keterangan dari Instansi/
Perusahaan, Surat Keterangan Berobat
6. Berkas pemohonan
7. Hasil Cetakan Bukti Pendataan Penduduk
Non Permanen
2. | Sistem, mekanisme dan | Terlampir ' '
prosedur
3. | Jangka waktu pelayanan | Jangka waktu penerbitan surat bukd
pendataan penduduk non permanen adalah 1
hari kerja;
4. | Biaya/ Tard 1. Biaya retribusi Rp 0. b
5. Produk Pelayanan | Penerbitan surat bukti pendataan penduduk
Non permanen
| 6. | Penanganan pengaduan, | Melalui :

saran dan masukan

a.
b.

L =58

Telp. (0271) 639554, Fax. (0271) 644808
SMS Center : 085755795000
Web Ulas :

pengaduanmasyarakat surakarta. go.id
. Web : www.dispendukcapil surakarta.go.id
Email :Dispendukecapil surakarta. go.id




NO KOMPONEN | URAIAN
' f. Facebook :Dispendukeapilkota Surakarta
[ Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan 'prunn pﬂnﬂinhl.ﬂ.
 pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
7. | Dasar Hukum ' 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — Undangan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Feraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1998 Tentang Penyerahan Sebagian |
Urusan Pemerintah di Bidang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk  Berbasis Nomor Induk
hependudukan Secara Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun
2004 Tentang Fengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Pendavagunaan




NO |

KOMPONEN

URAIAN

11.

L

13.

14,

15.

6.

17,

18.

Aparatur Negara dan Reformasi Birokras|
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penvusunan SOP Di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor
28 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;: '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pendataan Penduduk Nonpermanen
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomoar
108 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan
Buku vang digunalkan dalam
Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan SOF;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
kependudukan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11
Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Perda
10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18-
A Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP Di Lingkungan Kota |
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19.

Surakarta;
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-
C Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, tugas , Fungsi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.

| Kompetensi pelaksana

Memililedi ngetahuan di Bidang
Administrasi Kependudukan

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi
dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer dan
aplikasi SIAK

Pengawasan internal
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Audit Mutu Internal
Tinjauan Mangjemen
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Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
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Komputer

Printer

ATK

Jaringan Internet
Almari/Rak Arsip
Ruang Pelayanan
Ruang Tunggu

Toilet khusus pemohon
Mushola

Ruang Laktasi

Ruang Bermain Anak
Ruang Arsip

Jalur Khusus difabel
Kursi Roda

Pojok Baca

Mesin Antrian Digital
Aplikasi SIAK

Aplikasi SIAK Konsolidasi Pusat

16 o

Jumlah Pelaksana

3 Orang

12. |

Jaminan Pelayanan

Adanya tata tertib pelayanan
Adanya kode etik pelayanan
Adanya maklumat pelayanan

13.

Jaminan Keamanan dan

keselamatan pelayanan
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Tersimpannya dokumen di data base
Terbackupnya dokumen pada Aplikasi

Adanya ruang arsip yang sesuai standar J
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| 14. | Evaluesi Kinerja ' 1. Adany= E-Kin
| Pelaksana 2. Dilakukan penilain 8KM mimimal 1
t=hun sekal
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